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ABSTRAK 

Oktavia Tsar Martannovic Putra. 201710115213. Penyelesaian Hukum Terhadap 

Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bekasi 

Sertifikat merupakan bentuk perwujudan jaminan kepastian hukum bagi pemegang 

sertifikat, seiring dengan tingginya nilai tanah, maka banyak orang melakukan upaya 

dengan segala cara untuk memperoleh bukti kepemilikan atas tanah dengan sertifikat 

palsu, dimana sertifikat ini memiliki data yang tidak sesuai dengan yang ada pada buku 

tanah. Jumlah sertifikat-sertifikat itu cukup banyak, sehingga menimbulkan 

kekhawatiran. Pemalsuan sertifikat ini terjadi karena tidak didasarkan pada dasar hak 

yang benar, seperti penerbitan sertifikat berdasarkan pada surat keterangan kepemilikan 

tanah yang sudah dipalsukan, bentuk lainnya berupa stempel Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) dan pemalsuan data di pertanahan. Praktiknya, pemegang sertifikat 

tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya, hal ini terjadi jika pihak lain 

melakukan gugatan yang mengakibatkan pembatalan sertifikat dan menyebabkan cacat 

hukum administrasi. Cacat hukum administrasi ini menimbulkan sertifikat ganda, 

karena sertifikat ini tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta di daerah 

tersebut. Tanah yang sedang dalam sengketa tersebut tidak dapat dikelola oleh 

pemegang sertifikat ataupun pihak-pihak lainnya. Kondisi diatas sangat merugikan dari 

segi ekonomis. Tanah tersebut tidak dapat dikelola ataupun dijadikan jaminan di bank. 

Masalah sertifikat ganda ini harus ditangani secara serius agar tercapainya stabilitas 

perekonomian di masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian permasalahan 

sertifikat ganda hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi serta 

untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi kedua belah pihak terhadap sertifikat 

ganda hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bentuk penyelesaian sengketa permasalahan sertifikat 

ganda hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dapat 

dilakukan secara langsung oleh pihak dengan musyawarah, melalui arbitrase dan 

melalui badan peradilan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, akibat hukum yang 

timbul bagi kedua belah pihak terhadap sertifikat ganda hak atas tanah yaitu tidak 

memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak kerugian. Badan Pertanahan 

Nasional, bertanggungjawab atas terbitnya dua sertifikat diatas lahan yang sama, baik 

yang dilakukan atas kelalaian atau tidak sengaja maupun dilakukan dengan sengaja. 

Kata kunci: penyelesaian hukum, sengketa kepemilikan, setifikat ganda 
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ABSTRACT 

Oktavia Tsar Martannovic Putra. 201710115213. Legal Settlement of ownership 

disputes double certificates of land rights in National Land Agency District Bekasi 

The certificate is the embodiment of legal certainty for the certificate holder, along with 

the high value of the land, many people make every effort to obtain proof of ownership 

of fake land, where this certificate has data that does not match what is in the land 

book. The number of certificates is quite a lot, thus causing concern. The falsification of 

this certificate occurs because it is not based on the correct basis of rights, such as the 

issuance of a certificate based on a certificate of land ownership that has been falsified, 

other forms in the form of a National Land Agency (BPN) stamp and falsification of 

data on land. In practice, certificate holders without a certain period of time may lose 

their rights, this happens if the other party files a lawsuit that results in the cancellation 

of the certificate and causes administrative legal defects. This administrative law defect 

gives rise to a dual certificate, because this certificate is not mapped on the land 

registration map or maps of the area. The land in dispute cannot be managed by the 

certificate holder or other parties. The above conditions are very detrimental from an 

economic point of view, The land cannot be managed or used as collateral in the bank. 

This dual certificate issue must be handled seriously in order to achieve economic 

stability in the community. 

The purpose of this study was to determine the form of solving the problem of dual 

certificates of land rights by the National Land Agency of District Bekasi and to find out 

the legal consequences that arise for both parties to the dual certificates of land rights 

at the National Land Agency of District Bekasi. The research method used is normative 

juridical by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. 

The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal 

materials, tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. 

The results show that the form of dispute resolution of the issue of dual certificates of 

land rights by the National Land Agency of District Bekasi can be carried out directly 

by the parties by deliberation, through arbitration and through the judiciary in 

accordance with applicable regulations in Indonesia, The legal consequences that arise 

for both parties to the dual certificate of land rights are not providing legal certainty 
and causing losses. The National Land Agency is responsible for the issuance of two 

certificates on the same land, either by negligence or by accident or intentionally. 

Keywords: legal settlement, ownership dispute, double certificate 
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